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ERA PEMERINTAHAN DI INDONESIA, PASCA KEMERDEKAAN  

ORDE LAMA

(Sebelum Soeharto

1945-1965)

ORDE BARU

(Soeharto 1966 -
1998)

REFORMASI

(Setelah Soeharto)



PRODUK KEBIJAKAN KEHUTANAN 

UU No. 5 Tahun 
1967 tentang 
Ketentuan-

Ketentuan Pokok 
Kehutanan (UUPK

UU No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan

Peraturan Produk 
Pemerintahan 
Belanda Tahun 

1927 
(Boschordonantie)



A. UU 41 TH 1999, LATAR BELAKANG  

a. Ada dorongan kuat untuk 
mereformasi kehutanan 

b. Merubah sistem pengelolaan 
hutan sentralistis --- desentralisasi 

c. Merubah hak penguasaan 
korporasi --- penguasaan rakyat 

d. Pengakuan terhadap hak 
masyarakat adat dan pengelolaan 
hutan sistem komunal 



MATERI POKOK  UU KEHUTANAN 

a. Mengatur tata kelola hutan 
(perencanaan hutan, Pengelolaan 
Hutan, dan Pengawasan 
Kehutanan). 

b. Mengatur kewenangan pengurusan 
kehutanan (pemerintah pusat dan 
daerah) – pasal 66 

c. Mengatur hak masyarakat hukum 
adat dan peran serta masyarakat 

d. Mengatur sanksi pidana 



UU NO. 41 TH 1999 TENTANG KEHUTANAN 

• Urusan bidang kehutanan daerah masih menjadi 
urusan daerah kabupaten/kota

• Pengelolaan kehutanan dimungkinkan diperkuat 
oleh peraturan daerah kabupaten/kota

• Bupati memiliki kuasa untuk menerbitkan ijin-ijin 
pemanfaatan kawasan hutan untuk : Kuasa 
pertambangan, HKm, dsb.   



RELEVANSI UU KEHUTANAN DENGAN 
UU PEMERINTAHAN DAERAH 

• UU Pemerintahan Daerah : UU No 23 tahun 2014 
menggugurkan UU No 22 Th 1999 

• Rujukan UU 41 masih merujuk pada UU No. 22 Tahun 
1999.  



B.  UUPEMERINTAHAN DAERAH (Kronologis)  

1. UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

2. UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

3. UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

4. UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 



PRINSIP UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH 

• Desentralisasi Sistem Pemerintahan 

• Pembagian urusan Pemerintahan Pusat – Provinsi – Kabupaten 

• Sebagai Undang-Undang Payung bagi UU lain yang bersifat 
Sektoral 

• Pengesahan UU Pemerintahan Daerah punya implikasi luas 
terhadap UU Sektoral  



B. SUBSTANSI UU PEMERINTAHAN DAERAH, ISI DAN PERUBAHAN  

• UU No. 22 Th 1999, desentralisasi yang longgar terhadap 
kewenangan kabupaten dalam urusan pemerintahan dan 
pengelolaan sumber daya alam 

• UU No. 32 Th 2004, mengatur lebih jelas ruang  urusan-
kewenangan untuk provinsi, dengan pembagian 16 urusan wajib   – 
otonomi terkontrol 

• UU No. 23 Th 2014, menegaskan perubahan-perubahan dalam 
urusan dan kewenangan pemerintahan pusat – provinsi – 
kabupaten – otonomi diperketat 



UU NO 22 TH 1999, URUSAN PEMPROV DI AREA ABU-ABU  

1. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup 
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat 
lintas Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam 
bidang pemerintahan tertentu lainnya. 

1. Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom termasuk 
juga kewenangan yang tidak atau belum dapat 
dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 



UU No. 32 Tahun 2004 

• Urusan pengelolaan sumber daya alam menjadi urusan 
kabupaten (Kehutanan, Pertambangan, Kelautan) 

• Banyaknya izin-izin yang dikeluarkan oleh Bupati untuk 
pemanfaatan hutan

• Pemberian izin berorientasi pada pendapatan daerah 

• Terjadinya kasus praktik-praktik eksploitasi sumber daya 
hutan, dan penyelewengan pemberian izin . 

  



UU No. 23 Tahun 2014

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang 
kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 
mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
provinsi.

2. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan 
pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota 
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

3. Menyerahkan urusan pengelolaan SDA (hutan, laut, 
tambang) kepada daerah provinsi

 

 



C. PERUBAHAN URUSAN BIDANG KEHUTANAN 

• Urusan bidang kehutanan tidak lagi menjadi urusan 
kabupaten, tetapi urusan pemerintah pusat dan daerah 
provinsi 

• Urusan Kabupaten hanya berkaitan dengan Tahura di 
Kabupaten/kota 

• Lampiran UU No. 23 Tahun 2014  halaman 116 : 
pembagian urusan pemerintah pusat – daerah provinsi 
dan daerah kabupaten 



PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KEHUTANAN 













E. TANTANGAN KE DEPAN 

1. Kewenganan provinsi dalam urusan tata kelola hutan menjadi 
sangat luas, bagaimana dengan kesiapan sumber daya 
pendukungnya ? 

2. Diperlukan kelembagaan yang efektif : KPH  mandiri  

3. Diperlukan pengawasan yang kuat : dan penegakan hukum yang 
konsisten  

4. Kolaborasi dengan daerah kabupaten : pemanfaatan hasil-hasil 
hutan, diversifikasi produk, pemasaran hasil hutan (HHBK)   



TERIMA KASIH 
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